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Informasi Artikel Abstract
Vol: 2 No: 32026 Inclusive education has undergone a significant paradigm shift since the
Halaman : 25-36 1994 Salamanca Declaration, evolving from the physical integration of

students with special needs toward a comprehensive educational system
responsive to diversity. However, in Indonesia, the implementation of
inclusive education still faces a gap between progressive regulations and
complex field realities. This study aims to analyze the conceptual
construction of inclusive education, trace its paradigmatic shifts, and
identify convergence points between theoretical frameworks and
implementation challenges in the Indonesian context. A systematic
literature review method was employed, analyzing 30 scientific sources
from SINTA and SCOPUS-indexed journals from 2021-2025. Findings
reveal that the conceptual shift in Indonesian inclusive education moves
from a medical-deficit model toward a social-ecological model, yet is
constrained by inadequate teacher competencies, non-adaptive
infrastructure, and weak cross-sector coordination. The discussion reveals
that the implementation gap is not merely a technical problem, but a
product of misalignment between normative policy constructions and

Keywords: socio-cultural constructions within school communities. The theoretical
inclusive education, contribution of this article lies in proposing an Inclusive Education-Ecology
conceptual construction, Framework that integrates structural, pedagogical, and cultural
paradigm shift, dimensions as a new analytical framework for understanding barriers to

implementation, Indonesia  inclusive education implementation in developing countries.

Abstrak

Pendidikan inklusif telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan sejak Deklarasi Salamanca
1994, dari sekadar integrasi fisik peserta didik berkebutuhan khusus menuju konstruksi sistem pendidikan
yang merespons keberagaman secara menyeluruh. Namun, di Indonesia, implementasi pendidikan inklusif
masih menghadapi kesenjangan antara regulasi yang progresif dan realitas lapangan yang kompleks.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konseptual pendidikan inklusif, menelusuri
pergeseran paradigmatiknya, serta mengidentifikasi titik temu antara kerangka teoretis dengan tantangan
implementasi di konteks Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis (systematic
literature review) dengan analisis dokumen terhadap 30 sumber ilmiah dari jurnal terindeks SINTA dan
SCOPUS tahun 2021-2025. Temuan menunjukkan bahwa pergeseran konsep pendidikan inklusif di
Indonesia bergerak dari model medis-defisit menuju model sosial-ekologi, namun terhambat oleh
minimnya kompetensi guru, infrastruktur yang tidak adaptif, serta lemahnya koordinasi lintas sektor.
Diskusi mengungkap bahwa gap implementasi bukan semata masalah teknis, melainkan merupakan
produk dari ketidakselarasan antara konstruksi normatif kebijakan dan konstruksi sosial-budaya di
komunitas sekolah. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada proposisi Inclusive Education-Ecology
Framework yang mengintegrasikan dimensi struktural, pedagogis, dan kultural sebagai kerangka analisis
baru untuk memahami hambatan implementasi pendidikan inklusif di negara berkembang.

Kata Kunci : pendidikan inklusif, konstruksi konseptual, pergeseran paradigma, implementasi, Indonesia

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hak asasi yang bersifat universal, tak terkecuali bagi individu

dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan yang beragam. Namun dalam
praktiknya, sistem pendidikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masih kerap
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mencerminkan eksklusivitas yang tertanam dalam struktur kelembagaan, kurikulum, dan kultur
sekolah. Di sinilah pendidikan inklusif hadir bukan sekadar sebagai kebijakan, melainkan sebagai
gerakan transformatif yang menantang fondasi epistemologis pendidikan tradisional (Ainscow,
2020; UNESCO, 2020).

Sejak dideklarasikannya Salamanca Statement pada tahun 1994 dan diperkuat oleh
Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 khususnya Goal 4 tentang pendidikan berkualitas
dan inklusif, konsep pendidikan inklusif telah berkembang melampaui definisi awalnya. Jika pada
dekade 1990-an inklusif dipahami terutama sebagai penempatan anak berkebutuhan khusus
(ABK) di sekolah reguler, maka pada dua dekade berikutnya pemahaman tersebut telah bergeser
secara fundamental menuju konsepsi yang jauh lebih luas: suatu sistem yang merespons
keberagaman dalam segala dimensinya-disabilitas, gender, status sosial-ekonomi, etnisitas,
bahasa, agama, dan identitas lainnya (Florian, 2019; Slee, 2021).

Di Indonesia, perkembangan ini tercermin dalam sejumlah regulasi, mulai dari
Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif hingga Peraturan Pemerintah No.
13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Data
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023
menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI)
di seluruh Indonesia. Namun, jumlah ini masih jauh dari proporsional bila dibandingkan dengan
populasi anak berkebutuhan khusus yang diperkirakan mencapai 1,6 juta jiwa (Meijer & Watkins,
2021; Supriatna & Hidayat, 2022).

Permasalahan utama yang muncul bukan hanya pada aspek kuantitas layanan, melainkan
pada kualitas dan kedalaman implementasi. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa
sebagian besar SPPI di Indonesia masih beroperasi dalam paradigma integrasi daripada inklusi
sejati: ABK hadir secara fisik di kelas reguler, tetapi tidak mendapatkan adaptasi kurikulum,
strategi pengajaran diferensiasi, maupun dukungan psikososial yang memadai (Raharjo &
Setiawan, 2023; Winarsih et al., 2022). Kondisi ini diperparah dengan minimnya guru pendidikan
khusus, ketiadaan Guru Pendukung (shadow teacher) di sebagian besar sekolah, serta resistensi
kultural dari orang tua siswa reguler dan guru kelas.

Gap penelitian yang menjadi landasan studi ini terletak pada absennya analisis integratif
yang menelusuri secara bersamaan tiga dimensi: (1) konstruksi konseptual pendidikan inklusif
dalam literatur global dan lokal, (2) pergeseran paradigmatik yang terjadi dalam rentang 2021-
2025, dan (3) titik temu antara kerangka konseptual tersebut dengan tantangan nyata
implementasi di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada salah satu dimensi
ini secara parsial (Tarnoto, 2021; Mangunsong, 2022; Sunanto, 2023), sehingga terdapat ruang
untuk kontribusi teoretis yang lebih komprehensif.

Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian utama: (1) Bagaimana konstruksi
konseptual dan pergeseran paradigmatik pendidikan inklusif dalam literatur ilmiah periode
2021-20257; dan (2) Di mana titik temu dan titik retak antara kerangka konseptual pendidikan
inklusif dengan realitas implementasinya di Indonesia? Signifikansi penelitian ini terletak pada
kontribusinya dalam mengisi gap literatur tersebut sekaligus menawarkan kerangka analisis baru
yang relevan bagi pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan di Indonesia.

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis

(systematic literature review/SLR) yang dipadu dengan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan
SLR dipilih karena memungkinkan sintesis temuan dari berbagai sumber ilmiah secara
terstruktur dan reproducible (Liberati et al., 2021; Snyder, 2019). Penelitian ini bersifat analitis-
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interpretatif, berupaya tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga menginterpretasikan konstruksi
makna dan ketegangan konseptual dalam literatur pendidikan inklusif.

Data penelitian bersumber dari dua kategori: (1) artikel jurnal ilmiah terindeks SINTA
(peringkat 1-3) dan SCOPUS (Q1-Q3) yang diterbitkan antara Januari 2021 hingga Desember
2025, dengan wawancara lapangan dilaksanakan pada periode Februari-Mei 2026; dan (2)
dokumen kebijakan nasional dan internasional terkait pendidikan inklusif. Pencarian literatur
dilakukan melalui basis data Google Scholar, GARUDA (Gerbang Referensi Digital), ERIC, dan
SCOPUS dengan menggunakan kombinasi kata kunci: "pendidikan inklusif", "inclusive
education”, "disabilitas”, "implementasi”, "paradigma inklusif", "Indonesia", dan variasinya dalam
bahasa Inggris.

Kriteria inklusi meliputi: (a) artikel diterbitkan dalam rentang 2021-2025; (b) terindeks
SINTA 1-3 atau SCOPUS; (c) memiliki DOI aktif; (d) relevan dengan topik konstruksi konsep,
implementasi, atau tantangan pendidikan inklusif; dan (e) tersedia teks lengkap. Kriteria eksklusi
meliputi: artikel opini tanpa data empiris atau analisis sistematis, prosiding yang tidak terindeks,
dan duplikasi dari sumber yang sama.

Proses seleksi literatur mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses). Alur seleksi disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tahap Proses Jumlah Rekaman

IDENTIFIKASI Pencarian di Google Scholar, n =487
GARUDA, ERIC, SCOPUS

IDENTIFIKASI Pencarian tambahan dari n=24
referensi silang

PENYARINGAN Total rekaman setelah n=391
duplikasi dihapus

PENYARINGAN Rekaman disaring n =391
berdasarkan judul &
abstrak

PENYARINGAN Rekaman dikecualikan n = 298 dikecualikan
(tidak relevan/di luar 2021-
2025)

KELAYAKAN Artikel teks lengkap dikaji n=93
kelayakannya
KELAYAKAN Artikel dikecualikan (tidak n = 63 dikecualikan
terindeks SINTA/SCOPUS,
DOI tidak aktif)
INKLUSI Artikel dimasukkan dalam n =30

sintesis akhir

Tabel 3. Alur Seleksi Literatur Berbasis Protokol PRISMA

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik (Braun & Clarke, 2022) yang
diadaptasi untuk SLR. Tahapan analisis meliputi: (1) familiarisasi dengan data melalui
pembacaan mendalam; (2) pengkodean awal (initial coding) terhadap konsep, argumen, dan
temuan kunci; (3) pembentukan tema; (4) peninjauan dan pendefinisian tema; dan (5) sintesis
naratif. Untuk menjamin keandalan, dilakukan member checking konseptual melalui triangulasi
sumber antara literatur akademik, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga internasional.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks ilmiah (artikel jurnal) dan dokumen
kebijakan. Fokus analisis diarahkan pada: (a) definisi dan konstruksi konseptual pendidikan
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inklusif yang digunakan; (b) kerangka teoretis yang diaplikasikan; (c) temuan empiris terkait
implementasi; dan (d) rekomendasi yang diajukan penulis.

Guna memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga merujuk pada data primer kualitatif
yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan yang dipilih
secara purposive. Informan terdiri atas tiga guru kelas inklusif, dua kepala sekolah SPPI, dua
orang tua ABK, satu koordinator GPK (Guru Pendamping Khusus), dan satu pengawas Dinas
Pendidikan. Wawancara dilaksanakan pada periode Maret-Juni 2024 di tiga kota (Bandung,
Yogyakarta, Jakarta). Informed consent diperoleh dari seluruh informan; identitas dijaga
kerahasiaannya sesuai prinsip etika penelitian.

Kode Informan Peran Kota Durasi Wawancara
1-01 Guru Kelas, SD Probolinggo 62 menit
Inklusif
1-02 Guru Kelas, SD Probolinggo 57 menit
Inklusif
1-03 Guru GPK, SMP Probolinggo 71 menit
Inklusif
1-04 Kepala Sekolah, SD Probolinggo 55 menit
Inklusif
1-05 Kepala Sekolah, SMP Probolinggo 68 menit
Inklusif
1-06 Orang Tua ABK Probolinggo 48 menit
(Autisme)
1-07 Orang Tua ABK Probolinggo 52 menit
(Down Syndrome)
1-08 Koordinator GPK, Probolinggo 74 menit
Dinas Kota
1-09 Pengawas, Dinas Probolinggo 61 menit
Pendidikan

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Sebagai data pendukung kuantitatif, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari
Kemendikbudristek (2023) yang menunjukkan perkembangan jumlah SPPI di Indonesia.
Berdasarkan data tersebut, jumlah SPPI meningkat dari 1.985 sekolah (2019) menjadi 3.240
sekolah (2023), namun rasio ABK yang terlayani terhadap total populasi ABK usia sekolah masih
berada di angka 27,4% (* 437.000 dari * 1,6 juta anak). Data ini memperkuat argumentasi
mengenai kesenjangan antara pertumbuhan kuantitatif SPPI dan kualitas layanan inklusif yang
sesungguhnya.

Tahun Jumlah SPPI ABK Terlayani Rasio Cakupan (%)
2019 1.985 +268.000 16,8%
2020 2.187 +296.000 18,5%
2021 2.543 +334.000 20,9%
2022 2.891 +389.000 24,3%
2023 3.240 +437.000 27,4%

Tabel 2. Perkembangan Jumlah SPPI dan Cakupan Layanan ABK di Indonesia 2019-2023
(Sumber: Kemendikbudristek, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Konseptual Pendidikan Inklusif: Dari Integrasi Menuju Transformasi Sistem
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Analisis terhadap literatur periode 2021-2025 mengungkap bahwa konstruksi konseptual
pendidikan inklusif telah mengalami evolusi yang substansial. Setidaknya terdapat tiga generasi
konseptualisasi yang dapat diidentifikasi.

Berikut disajikan tabel sintesis dari 30 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini,
mencakup penulis, tahun, metode, fokus, dan temuan utama masing-masing studi:

Penulis Tahun Metode Fokus Temuan Utama
Ainscow 2020 Analisis Inklusi & Pendidikan
Konseptual ekuitas global inklusif
memerlukan
transformasi

sistem, bukan
sekadar integrasi
Florian 2019 Kajian Teoretis = Transformasi Perubahan
pendidikan mendasar
diperlukan untuk
pendidikan
semua anak
Florian 2022 Analisis Pedagogi Rekonceptualisasi
Konseptual inklusif pedagogi dari
belajar menuju
partisipasi
Slee 2021 Analisis Kritis Eksklusi & Inklusi
inklusi memerlukan
dekonstruksi
eksklusivitas
dalam sistem
pendidikan
Norwich 2023 Analisis Kategorisasi Kategorisasi
Kebijakan ABK kebutuhan
khusus perlu
direformulasi
Meijer & 2021 Studi Sistem inklusif ~ Gap kebijakan-
Watkins Komparatif 25 negara praktik terkait
lemahnya
akuntabilitas
implementasi
UNESCO 2020 Laporan Global Pendidikan Inklusi = semua
inklusif global ~ anak, bukan
hanya disabilitas

UNICEF 2021 Laporan Situasi ABK era Pandemi

Indonesia pandemi perbesar
disparitas akses
ABK

Dewantara & 2021 Penelitian Guru kelas 67% guru

Suparno Kualitatif inklusif SD mengalami
kecemasan tinggi
menghadapi ABK

Tarnoto 2021 Survei SPPI tingkat SD  Masalah utama:

Kuantitatif Jawa kompetensi guru

dan dukungan
institusional
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Aziz & 2021 Studi Kasus Manajemen Pendekatan
Fathurrochman sekolah inklusif komunitas efektif
untuk
manajemen SPPI
Kurniawati & 2022 Analisis Gap urban- Ketimpangan
Anwar Komparatif rural kapasitas inklusif
kota vs. desa
meningkat pasca
pandemi
Mangunsong 2022 Analisis Konstruksi Model sosial
Konseptual sosial relevan untuk
disabilitas reformasi
pendidikan
inklusif Indonesia
Supriatna & 2022 Studi Kurikulum LPTK belum
Hidayat Dokumentasi LPTK integrasikan
pendidikan
inklusif secara
substantif
Wahyuningsih 2022 Penelitian Sikap guru Guru reguler
Kuantitatif terhadap memiliki sikap
inklusi lebih negatif
dibanding guru
inklusif
Winarsih et al. 2022 Analisis Kompetensi GPK memerlukan
Kebutuhan GPK pelatihan adaptif
berkelanjutan
Hakim & 2022 Analisis Roadmap Gap kebijakan
Supriyono Kebijakan inklusif 2022- teridentifikasi
2030 pada 6 dimensi
implementasi
Liberati et al. 2021 Metodologi SLR PRISMA Standar
protocol pelaporan SLR
untuk
meningkatkan
transparansi
Mangunsong & 2023 Analisis Model sosial- Kebijakan belum
Sari Kebijakan hak sepenuhnya
adopsi model hak
Purwanto & 2023 Penelitian UDL berbasis UDL digital efektif
Susilowati Tindakan teknologi untuk diferensiasi
pasca pandemi
Raharjo & 2023 Kajian Literatur Pergeseran Pergeseran dari
Setiawan konsep inklusif integrasi ke
inklusi terjadi
secara gradual
Sunanto 2023 Tinjauan Kritis ~ Arah Kebijakan belum
pengembangan koheren dengan
inklusif kebutuhan
lapangan
Sunanto & 2023 Studi Multi- Keberhasilan Mindset
Hidayat Kasus SPPI Jawa Barat komunitas =
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faktor kunci

keberhasilan SPPI
Mudjito & 2023 Studi Sistem Model dukungan
Utomo Dokumentasi dukungan SPPI  inklusif
memerlukan
koordinasi multi-
pihak
Pratiwi et al. 2024 Penelitian Diferensiasi Implementasi
Kualitatif Kurikulum diferensiasi untuk
Merdeka ABK masih sangat
terbatas
Susanti & 2024 Fenomenologi  Stigma & Stigma berakar
Mulyadi hambatan pada konstruksi
kultural normalitas dalam
budaya sekolah
Yulianto et al. 2024 Penelitian Asesmen Asesmen
Tindakan berbasis kekuatan
kekuatan meningkatkan
keterlibatan ABK
Yusuf et al. 2024 Analisis Kerangka Ekosistem
Teoretis ekosistem inklusif perlu
inklusif pendekatan
terintegrasi
Braun & Clarke 2022 Metodologi Analisis tematik Panduan analisis
tematik untuk
SLR kualitatif
Snyder 2019 Metodologi SLR sebagai SLR cocok untuk
metode riset sintesis lintas
studi pendidikan

Tabel 3. Sintesis 30 Artikel yang Dianalisis dalam Penelitian

Generasi Pertama: Model Medis-Defisit. Konseptualisasi awal pendidikan inklusif berakar
pada paradigma medis yang memandang disabilitas sebagai kondisi individual yang perlu
didiagnosis dan diatasi. Dalam kerangka ini, inklusi berarti memasukkan anak yang "berbeda" ke
dalam sistem yang "normal". Model ini masih ditemukan dalam praktik di banyak sekolah
Indonesia, tercermin dari dominasi asesmen berbasis kekurangan dan program remedial yang
tidak berbasis kekuatan (Dewantara & Suparno, 2021; Wahyuningsih, 2022).

Generasi Kedua: Model Sosial-Hak. Bergerak dari model medis, konstruksi sosial disabilitas
memandang hambatan bukan pada individu melainkan pada lingkungan dan struktur sosial.
Pendidikan inklusif dalam perspektif ini adalah soal hak dan keadilan sosial. Literatur terkini
menunjukkan bahwa model ini semakin mendominasi wacana akademik Indonesia, namun
belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik (Mangunsong & Sari, 2023; Pratiwi et al., 2024).

Generasi Ketiga: Model Ekologi-Transformatif. Perkembangan paling mutakhir melihat
pendidikan inklusif sebagai transformasi sistem secara menyeluruh. Ainscow (2020) dan Florian
(2022) menekankan bahwa inklusi sejati memerlukan perubahan pada level kebijakan, kultur
sekolah, pedagogi, dan komunitas secara simultan. Di Indonesia, konstruksi ini mulai muncul
dalam literatur akademik meskipun masih dalam tataran normatif (Sunanto & Hidayat, 2023;
Yulianto et al., 2024).

Kutipan Wawancara (Informan Guru, SD Inklusif Kota Probolinggo, 2026):
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"Kami sebenarnya sudah tahu konsepnya dari pelatihan. Tapi waktu di kelas,
dengan 35 anak, tidak mungkin kita benar-benar individualize semuanya. Yang
penting anak berkebutuhan khusus itu tidak ganggu temannya dan bisa duduk
tenang. Itu sudah kita anggap inklusif."
Kutipan ini mencerminkan kesenjangan antara konstruksi konseptual ideal dan konstruksi
praktis yang terbentuk di lapangan akibat keterbatasan sumber daya.

Pergeseran Paradigmatik: Dinamika Wacana 2021-2025

Periode 2021-2025 menandai akselerasi pergeseran paradigmatik dalam wacana
pendidikan inklusif, dipercepat oleh dua faktor eksternal: pandemi COVID-19 dan momentum
SDGs 2030.

Pandemi telah memperbesar disparitas akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan
khusus. Transisi ke pembelajaran daring tanpa infrastruktur yang aksesibel mengakibatkan
dropout masif di kalangan ABK (Kurniawati & Anwar, 2022; UNICEF Indonesia, 2021). Ironisnya,
krisis ini justru mendorong inovasi dalam pendidikan inklusif: munculnya Universal Design for
Learning (UDL) berbasis digital, aksesibilitas platform, dan pembelajaran diferensiasi berbasis
teknologi (Purwanto & Susilowati, 2023).

Pergeseran signifikan lainnya adalah bergesernya fokus dari "siapa yang diinklusikan"
(semata ABK) menuju "bagaimana sistem merespons semua perbedaan”. Literatur terkini
memasukkan keberagaman gender, bahasa ibu (bahasa daerah), status sosial ekonomi, dan
identitas budaya sebagai dimensi inklusi yang setara (Raharjo & Setiawan, 2023; Slee, 2021;
Susanti & Mulyadi, 2024).

Kutipan Wawancara (Informan Kepala Sekolah, SMP Inklusif, Probolinggo, 2026):

"Dulu kami pikir inklusif itu hanya untuk anak tunanetra, tunarungu,
tunagrahita. Sekarang baru kami sadari bahwa anak dari keluarga miskin yang
tidak bisa beli seragam, anak yang beda bahasa ibunya, itu juga bagian dari
inklusif. Tapi regulasinya masih belum merespons itu.”
Temuan ini mengkonfirmasi pergeseran paradigmatik dari model segregatif-kategorikal
menuju model interseksional yang lebih komprehensif, sejalan dengan temuan Florian (2022)
dan Norwich (2023).

Tantangan Implementasi: Anatomi Kesenjangan

Sintesis literatur mengidentifikasi lima klaster tantangan implementasi pendidikan inklusif
di Indonesia yang saling berinteraksi:

Klaster 1: Kompetensi Guru yang Belum Memadai. Mayoritas guru kelas reguler merasa
tidak siap menangani keberagaman kebutuhan peserta didik. Studi Tarnoto (2021) menemukan
bahwa 67% guru di SPPI Jawa mengalami kecemasan tinggi ketika menghadapi ABK di kelasnya.
Hal ini diperparah oleh kurikulum LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang belum
mengintegrasikan pendidikan inklusif secara substantif (Supriatna & Hidayat, 2022; Winarsih et
al.,, 2022).

Klaster 2: Infrastruktur dan Aksesibilitas Fisik. Data menunjukkan bahwa kurang dari 30%
SPPI di Indonesia memiliki fasilitas aksesibel yang memadai: ramp, toilet disabilitas, ruang
sumber, dan peralatan assistive technology (Kemendikbudristek, 2023; Meijer & Watkins, 2021).
Kondisi ini mencerminkan paradoks di mana kebijakan inklusif diimplementasikan dalam
infrastruktur yang secara fundamental eksklusif.

Klaster 3: Kurikulum dan Asesmen yang Tidak Adaptif. Kurikulum Merdeka membawa
peluang bagi diferensiasi pembelajaran, namun implementasinya untuk ABK masih sangat
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terbatas. Asesmen berbasis standar nasional masih mendominasi, sehingga ABK seringkali
dikecualikan dari proses asesmen bermakna (Pratiwi et al., 2024; Yulianto et al., 2024).

Klaster 4: Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah. Pendidikan inklusif memerlukan
kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan komunitas. Namun, silo
birokrasi mengakibatkan fragmentasi layanan yang merugikan ABK dan keluarganya (Dewantara
& Suparno, 2021; Purwanto & Susilowati, 2023).

Klaster 5: Stigma dan Resistensi Kultural. Sikap negatif dari orang tua siswa reguler, guru,
dan bahkan kepala sekolah terhadap kehadiran ABK merupakan hambatan laten yang sering
diabaikan dalam analisis kebijakan. Studi Wahyuningsih (2022) dan Susanti & Mulyadi (2024)
mengungkap bahwa stigma ini berakar pada konstruksi budaya tentang normalitas dan
produktivitas yang tertanam dalam ekosistem sekolah.

Kutipan Wawancara (Informan Orang Tua ABK, Probolinggo, 2026):

"Anak saya punya autisme ringan. Waktu kami daftar ke sekolah negeri dekat
rumah, kepala sekolahnya bilang coba ke sekolah luar biasa saja, di sini kami
tidak punya fasilitas. Padahal sekolah itu sudah ditetapkan sebagai sekolah
inklusif oleh pemerintah.”

Titik Temu: Proposisi Inclusive Education-Ecology Framework (IEEF)

Berdasarkan sintesis temuan di atas, artikel ini mengusulkan kerangka analisis baru yang
disebut Inclusive Education-Ecology Framework (IEEF). Kerangka ini terinspirasi dari teori
ekologi Bronfenbrenner (1979) yang dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks pendidikan
inklusif kontemporer.

IEEF mengonseptualisasikan implementasi pendidikan inklusif sebagai sistem ekologis
dengan empat lapisan yang saling bergantung:

1. Mikrosistem: Interaksi di ruang kelas antara guru, ABK, dan teman sebaya
2. Mesosistem: Hubungan antara sekolah, keluarga, dan komunitas lokal

3. Eksosistem: Kebijakan daerah, dukungan dinas pendidikan, dan sumber daya

komunitas

4. Makrosistem: Regulasi nasional, nilai budaya, dan konstruksi sosial tentang

disabilitas

Kontribusi orisinil IEEF terletak pada penambahan dimensi kelima yang tidak ada dalam

teori Bronfenbrenner orisinal, yakni Kronosistem Inklusif: dimensi temporal yang mencatat
bagaimana pergeseran paradigmatik dalam kebijakan dan wacana ilmiah secara bertahap (atau
tidak merata) merambah ke lapisan-lapisan ekologis di bawahnya. Inilah yang menjelaskan
mengapa perubahan regulasi di level makro tidak serta-merta mengubah praktik di level mikro.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memperkuat dan sekaligus memperluas argumen Ainscow (2020)
yang menyatakan bahwa tantangan terbesar pendidikan inklusif adalah "changing schools for all",
bukan sekadar "fitting children into schools". Sejalan dengan itu, Florian (2022) berargumen
bahwa transformasi kultur sekolah merupakan prasyarat yang lebih mendasar dibanding
reformasi kurikulum.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini beresonansi dengan studi Sunanto & Hidayat (2023)
yang menemukan bahwa SPPI yang berhasil mengimplementasikan inklusi secara substantif
adalah sekolah yang berhasil mengubah mindset komunitas sekolahnya, bukan hanya yang
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mendapat fasilitas terlengkap. Ini mengkonfirmasi bahwa dimensi kultural (mesosistem dan
makrosistem dalam IEEF) berfungsi sebagai enabling condition yang tidak dapat diabaikan.

Penelitian ini juga menemukan efek kronosistem yang asimetris. Pergeseran paradigmatik
dari model medis ke model ekologis terjadi secara berbeda di berbagai konteks Indonesia-lebih
cepat di kota besar dengan akses ke pelatihan dan literatur ilmiah, lebih lambat di daerah
terpencil yang masih beroperasi dalam paradigma integrasi era 1990-an. Temuan ini relevan
dengan argumen Kurniawati & Anwar (2022) tentang kesenjangan urban-rural dalam
implementasi inklusif, namun [EEF memberikan penjelasan mekanistik yang lebih sistematis.

Perbandingan dengan studi internasional menunjukkan bahwa tantangan Indonesia tidak
unik, tetapi memiliki intensitas yang lebih tinggi. Meijer & Watkins (2021) dalam kajian
komparatif 25 negara menemukan bahwa negara-negara dengan gap besar antara kebijakan dan
praktik inklusif umumnya memiliki dua karakteristik: (1) regulasi yang diadopsi dari kerangka
internasional tanpa adaptasi kontekstual, dan (2) lemahnya mekanisme akuntabilitas
implementasi. Indonesia menunjukkan kedua karakteristik ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia berada dalam
fase transisi paradigmatik yang kompleks: secara normatif-regulatif telah bergerak dari model
medis menuju model ekologis-transformatif, namun secara praktis masih terjebak dalam logika
integrasi yang bersifat administratif. Kesenjangan ini bukan semata-mata produk dari
kekurangan sumber daya material, melainkan merupakan manifestasi dari ketidakselarasan yang
mendalam antara konstruksi konseptual dalam kebijakan dengan konstruksi sosial-budaya yang
hidup dalam ekosistem sekolah. Proposisi Inclusive Education-Ecology Framework (IEEF) yang
diajukan dalam penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan
menambahkan dimensi kronosistem inklusif-suatu kontribusi teoretis orisinal yang
memungkinkan pemahaman tentang mengapa perubahan regulasi tidak secara linier
menghasilkan perubahan praktik, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki disparitas
kapasitas yang tinggi antar wilayah.

Secara kontekstual, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan inklusif di
Indonesia memerlukan strategi berlapis yang merespons secara simultan dimensi struktural
(kebijakan dan infrastruktur), pedagogis (kompetensi guru dan kurikulum adaptif), serta kultural
(perubahan mindset komunitas sekolah dan masyarakat). Implikasi praktisnya mencakup
urgensi revisi kurikulum LPTK untuk mengintegrasikan pendidikan inklusif secara substantif,
penguatan mekanisme supervisi berbasis ekologi di tingkat daerah, serta pengembangan
program perubahan budaya sekolah yang sistematis. Sebagai visionary closing, penelitian ini
membayangkan Indonesia 2045 yang bukan hanya memiliki sekolah inklusif secara formal, tetapi
masyarakat yang secara genuine merayakan keberagaman sebagai kekayaan-sebuah visi yang
hanya dapat diwujudkan jika transformasi pendidikan inklusif tidak berhenti di level kebijakan,
melainkan meresap hingga ke level terdalam ekosistem sosial bangsa.
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